ABSTRAK

Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi perikanan yang besar menjadikan
sektor ini tumpuan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk di Desa Bendar,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Praktik bagi hasil antara nelayan dan pemilik
kapal di desa tersebut hingga kini masih dilaksanakan secara lisan, didasarkan pada
kepercayaan dan adat istiadat turun-temurun. Penelitian ini bertujuan mengkaji
implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian tidak tertulis pada sistem
bagi hasil usaha perikanan serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Kajian pustaka
mencakup asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), teori perjanjian
bagi hasil, dan UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Penelitian
menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data
primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap
tiga pemilik kapal, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-
undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal
asas kebebasan berkontrak terpenuhi, namun secara substantif belum
mencerminkan keadilan akibat ketimpangan posisi tawar. Ketiadaan perjanjian
tertulis melemahkan pembuktian dan perlindungan hak nelayan, sementara
penyelesaian sengketa bertumpu pada musyawarah yang efektif secara sosial
namun belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa formalisasi perjanjian bagi hasil secara tertulis mutlak
diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.
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